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Pemerintah Kabupaten Pasuruan

GAMBARAN UMUM

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN




BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN ASISTEN ASISTEN
PEMERINTAHAN DAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI
KESEJAHTERAAN PEMBANGUNAN UMUM

RAKYAT

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN ADM. BAGIAN
KESEJAHTER KERJASAMA OTONOMI HUKUM PEREKONOMI PEMBANGUNA PENGADAAN ORGANISASI KEUANGAN & UMUM
AAN SOSIAL & DAERAH AN N BARANG/JAS PERLENGKAP

KEPENDUDUK A AN
AN

SUBBAG SUBBAG SUBBAG TATA SUBBAG SUBBAG SUBBAG SUBBAG SUBBAG SUBBAG SUBBAG
MENTAL DAN KERJASAMA PEMERINTAHA PERATURAN POTENSI PERENCANAA PENGELOLAA KELEMBAGAA PERENCANAA ADMINISTRAS
KEAGAMAAN PIHAK KETIGA N PERUNDANG- DAERAH DAN N N N DAN N IUMUM

& UNDANGAN SDA PEMBANGUNA PENGADAAN ANALISIS
PEMBERDAYA N & LITBANG JABATAN
AN

SUBBAG SUBBAG SUBBAG. SUBBAG JDIH SUBBAG SUBBAG SUBBAG SUBBAG SUBBAG
SOSIAL KERJASAMA KEWILAYAHAN DAN PENGEMBAN PELAKSANAA KETATALAKSA PERLENGKAP HUMAS DAN
BUDAYA ANTAR PENYULUHAN GAN N DAN NAAN AN PROTOKOL
DAERAH & HUKUM PEREKONOMI PENGENDALIA
KEPENDUDUK AN RAKYAT & N
AN EKO-NOMI PEMBANGUNA

SUBBAG SUBBAG SUBBAG SUBBAG SUBBAG SUBBAG. SUBBAG SUBBAG SUBBAG SUBBAG
KESEJAHTERA KERJASAMA OTONOMI BANTUAN BUMD DAN EVALUASI & PEMBINAAN PENGEMBAN KEUANGAN RUMAH
AN RAKYAT PERBATASAN DAERAH HUKUM DAN PENANAMAN PELAPORAN DAN GAN KINERJA TANGGA
WILAYAH & HAM MODAL ADVOKASI
LINMAS PENGADAAN




NUGASIROKOKESIRUNGSI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

FUNGSI :
/\ Pengkoordinasian Penyusunan Kebijakan
TUGAS BELEE]

“ Membantu Bupati Dalam
Penyusunan Kebijakan Dan
Pengkoordinasian
Administratif Terhadap

Pelaksanaan Tugas Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan
Kebijakan Pemerintahan Daerah

Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas
Perangkat Daerah

Perangkat Daerah Serta
Pelayanan Administratif ,,

Pelayanan Administratif Dan Pembinaan
Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Daerah

Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan
Oleh Bupati Sesuai Dengan Tugas Dan
Fungsinya.




Pemerintah Kabupaten Pasuruan

REKOMENDASI
HASIL EVALUASI
SAKIP SETDA 2018
DAN

TINDAK LANJUT




Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP 2018 dan Tindak Lanjut

Melakukan Pengukuran Target Kinerja Pada PK Dan
Monev Terhadap Target/Capaian Kinerja Serta
Dijadikan Dasar Reward And Punishment

Telah Diberikan Reward Kepada Unit Kerja Bagian
Yang Telah Mencapai Target Dan Kinerja
Memuaskan

Jangka Menengah Pada Renstra Renstra Setda

Memanfaatkan Laporan Kinerja Untuk Perbaikan
Perencanaan, Baik Perencanaan Jangka Menengah,
Tahunan Maupun Pada PK

Laporan Kinerja Setda Sudah Dipakai Untuk
Perbaikan Penyusunan Renstra Setda Tahun 2018-
2023

Telah Dilakukan Evaluasi Terhadap Beberapa
Program Maupun Pencapaian Program Sehingga
Diharapkan 1 Bagian Mempunyai 1 Program Saja
Sehingga Jelas Penanggungjawab Program Dan
Ketercapaian Program Tersebut

Hasil Evaluasi Program Hendaknya Tidak Hanya
Fokus Pada Pencapaian Program Dan Penyerapan
Anggaran Namun Memuat Simpulan Mengenai
Keberhasilan/Kegagalan Program Yang Dievaluasi

Melakukan Monev Secara Berkala Terhadap Target 9 Telah Dilakukan Monev Secara Berkala Pada




Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP 2018

HI Femberian keward SARIF nasi SARIF setda

_alN

tra Setda dan Capkin




Efektifitas & Efisiensi Program & Kegiatan

SEBELUM SESUDAH
(RENSTRA 2013-2018) (RENSTRA 2018-2023)

MISI

TUJUAN

v 4

SASARAN

PROGRAM

134 KEGIATAN



Pemerintah Kabupaten Pasuruan

KESELARASAN
ANTAR
DOKUMEN
PERENCANAAN




KETERKAITAN RENSTRA SETDA DENGAN RPJMD

< RPJMD /5

MISI 4 :

Memperkuat Dan Memperluas Reformasi Birokrasi Yang Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan
Publik Yang Inovatif, Bersih, Efektif, Akuntabel, Dan Demokratis Yang Berbasis Pada Teknologi Informasi

Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif

TUJUAN

SASARAN
Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Renstra
Setda TUJUAN
- Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SASARAN 1: SASARAN 2 :
Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan kepada Pimpinan dan Kesekretariatan
Daerah
INDIKATOR :
INDIKATOR :

1. Hasil Evaluasi atas LPPD

kebutuhan daerah

2. Persentase PD yang berkinerja sangat Baik/Nilai SAKIP minimal BB
3. Persentase OPD yang ber IKM minimal baik Daerah
4. Persentase produk kebijakan daerah yang diterbitkan sesuai dengan

Persentase ketersediaan kebutuhan Pimpinan dan Kesekretariatan




LEVEL O
A

Anggaran
APBD Kabupaten Pasuruan
(DPA Sekretariat Daerah)
Tahun Anggaran 2019-2020

Kebijakan
Peraturan Bupati Pasuruan
Nomor 40 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja sekretariat
Daerah Kabupaten Pasuruan

SDM Sekretariat Daerah

152 PNS

=] (o) GaJ (] ]

FL Perencanaan P2, Pengelolaan

P2, Pengelolaan P4, Pengelolaan PS5, Pengendalian dan
Keuangan Sumber Daya Dokumen Tata Pengawaian
Manusia Laksana

Pé. Meninghkatnya Eualitas

Sistem Akuntabllitas Kinerja
Instansi Pemerintah

PT. Pelayanan Hukum

Tertib administrasi

penyelenggaraan
pemerintahan daerah

Peningkatan kualitas layanan
pada pimpinan /
kesekretariatan daerah

Peningkatan koordinasi
pelaksanaan pembangunan

daerah

Laporan akuntabilitas




Peta Proses Bisnis Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan

LEVEL 1

P.6 Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

P.6.1, Peningkatan Tertib
Administrasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

P.6.2, Peningkatan Kualitas
Pelayanan kepada Pimpinan dan
Kesekretariatan Daerah

P.b.L. Penimgiatan Terfib Admini:

Bagian Kerjasama | Bagian Kestjahteraan

Bagian Olonomi

Bagian Hulum

Bagian Pembangunan | Bagian perchonomian

Bagian Drganisasi

I

dan Kependudukan

Datrah

Bagian Pengadain
B gl Jasa Pemerind ah

Sosial

(=)

Pufi. L1 Penyelenggaaan
Kesajahterssn Somdsl

[ ]

.6.1.2, Peningkatan
Kzriszsms

(=)

F.6.1.3, Otonomi Daersh dan
Eewilayahan

[ o]

P.6.1.4. Pariatanrn Pertirme
Parundang Lindsngen

[ =]

F.6.1.5, Perumusan Kebiskan
dan Fazilitas Didang
Parzkonomian

[ =]

P.6.1.6. Pengelolaan Adminisyas
Pembangurnan

F.6.1.7. Pelayanan Pengadaan
Barang f Jasa Pemerintsh

F.6, 10, Optimalizasi Fasitas
Reformas Drokms

Sistem
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah yang
berkualitas




Peta Proses Bisnis Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan
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CASCADING KINERJA ( Sasaran 1)

TUJUAN Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Pasuruan

>asaran 1 Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator 1 : Hasil Evaluasi atas LPPD
Target : = 3,1000 (Sangat Tinggi)

ESELON 3 Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintanan Umum Dan Kewilayahan

a.Batas wilayah

Hasill LPPD % Permasalahan pemerintahan Umum, Kewilayahan b Patok Batas
BAG 5 OTO DA Target: Sangat dan Koordinasi Forkopimda yang ditindaklanjuti .P bak N R -
Tlnggl Target: 100% c.Pembakuan Nama Rupa bumi

Target : 29.2%

Terselenggaranya Terfasilitasinya
koordinasi administrasi
pemerintahan perangkat kecamatan
daerah dan kelurahan

Terfasilitasi Terfasilitasinya pembentukan,
erfasilitasinya Terfasilitasinya penetapan dan penghapusan, perubahan nama
penyelenggaraan
GiGrem B penegasan batas daerah daerah dan pembakuan nama
rupabumi

' Tersedianya
dokumen LPPD

OPD




CASCADING KINERJA ( Sasaran 1)

TUJUAN Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Pasuruan

>asaran 1 Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator 2 : Persentase Perangkat Daerah yang berkinerja sangat baik / Nilai SAKIP minimal BB
Target : 28%

ESELON 3 Meningkatnya Organisasi Perangkat Daerah yang efektif dan efisien

Persentase kelembagaan OPD yang tepat fungsi dan tepat
ukuran sesuai dengan perundang-undangan
Target : 100%

' Terselenggaranya - iud
i i Bimtek penguatan erwujudnya
Terselenggaranya evaluasi Terper_luhmya doI_<umen ST O b [ LKjIP Setda yang Terselenggaran
OTK kelembagaan OPD (Anjab/ABK/Evjab) ya Bimtek KBK

serta Terwujudnya berkualitas
LKjIP Pemda

BAG. ORGANISASI

Persentase LKjIP OPD yang berkualitas
Target :100%

Tersusunnya
data
kepegawaian
di Lingk.
Setda




CASCADING KINERJA ( Sasaran 1)

TUJUAN

Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Pasuruan

>asaran 1 Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator 3: Persentase OPD yang ber IKM minimal baik
Target :

Terwujudnya pengadaan barang/jasa yang Meningkatnya kualitas pelayanan
terintegrasi sesuai prinsip-prinsip pengadaan publik

Persentase kegiatan pembinaan mental
spiritual dan kegiatan keagamaan lainnya
Target : 100%

Terwujudnya OPD yang
ESELON 3 melaksanakan standar pelayanan

yang telah ditetapkan
BAG. ORGANISASI Persentase OPD yang memiliki
BAG. PB/) standar pelayanan
BAG. KESOS Target : 90%

Persentase paket PBJ yang berhasil ditenderkan
Target : 98%

Terlaksanan

Terlaksa

Terlaksan Terlaksa ya e —
anya nanya pembinaan M Terlaksananya Terlaksananya pelayanan
dan pembina Buku . . . " 2
_ . kegiatan pembinaan kegiatan ibadah haji dan
Ronsultast an RV mental spiritual dan tercapainya penerima dana
barang/jas permasalah pelaku k Teknis : p painya p . :
an hukum PBJ PBJ kegiatan keagamaan bantuan hibah / sosial sesuai
bagL’%ﬂaku EemeEin lainnya dengan peruntukannya
Pemerintah tah

: . pelelanga monitori
Terselenggaranya pembinaan pelayanan publik, | nitender e -
reformasi birokrasi dan ketatalaksanaan 9 .
a evaluasi
pemerinta PBJ
h | Desa



CASCADING KINERJA ( Sasaran 1)

TUJUAN Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Sasaran 1

ESELON 3

BAG. HUKUM
BAG. PEMBANGUNAN
BAG. KERJASAMA
BAG. PEREKONOMIAN

Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator 4 : Persentase produk kebijakan daerah yang diterbitkan sesuai dengan kebutuhan daerah
Target : 80%

Fasilitasi pembentukan
produk hukum,
penyebarluasan informasi
hukum dan bantuan hukum

Persentase fasilitasi
pembentukan produk hukum,
penyebarluasan informasi hukum
Target : 100%

Meningkatnya
penyelesaian
kasus hukum di
Pemkab
Pasuruan

Meningkatnya
ketersediaan produk
hukum sesuai
kewenangan daerah

Meningkatnya tertib
administrasi pelaksanaan
pembangunan OPD

Persentase Persentase OPD yang
penurunan realisasi keuangan dan
masalah kemajuan fisik per
teknis tribulannya sesuai rencana

Target : 80% Target : 100%

Terlaksananya Tersusunnya buku
monitoring pedoman dan buku
proyek fisik panduan teknis

Terwujudnya fasilitasi
kerjasama daerah dan instansi
lainnya

Persentase fasilitasi kerjasama
daerah dan instansi lainnya
Target : 100%

Terlaksananya

fasilitasi koordinasi fasilitasi koordinasi

kerjasama antar kerjasama dengan
daerah instansi lainnya

Terlaksananya

Fasilitasi pengelolaan
potensi daerah,
perekonomian rakyat
dan BUMD

Persentase fasilitasi pengelolaan
potensi daerah, perekonomian
rakyat dan BUMD
Target : 100%

Terlaksananya
fasilitasi
pengelolaan
perekonomian
rakyat

Terlaksananya
fasilitasi
pengelolaan
potensi daerah




CASCADING KINERJA ( Sasaran 2 )

TUJUAN Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Sasaran 2

ESELON 3

BAG. KEULENG
BAG. UMUM

Meningkatnya kualitas pelayanan kepada Pimpinan dan Kesekretariatan Daerah

Indikator 5 : Persentase ketersediaan kebutuhan Pimpinan dan Kesekretariatan Daerah

Target :85%

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan tata kelola aset yg baik

Persentase
penurunan jml
temuan BPK
Target : 100%

Terserapnya
Anggaran dengan
maksimal

dilingkungan Setda sesuai dg ketentuan yg berlaku

4

Persentase
pemenuhan jenis
perlengkapan dan
peralatan thd
kebutuhan

Target : 90%

Terwujudnya jumlah
pengadaan sarpras

terhadap kebutuhan di

lingkup Setda

Persentase jml peralatan

ktr, gedung,
perlengkapan gedung,
kend dinas/ops, mebel
yg berfungsi dg baik thd
kebutuhan

Terpenuhinya Jumlah

pemeliharaan Sarpras

terhadap kebutuhan di
lingkup Setda

Persentase jml
laporan/dokumen
yg disusun tepat
waktu

Target : 100%

Penyusunan
laporan semester
dan tahunan
pengguna barang
tepat waktu

Meningkatnya kepuasan pelayanan
adm perkantoran, keprotokolan,
perdin dan pelayanan kedinasan thd
KDH/WKDH

Persentase kepuasan pelayanan adm
perkantoran, disiplin aparatur dan
pelayanan kedinasan KDH/WKDH
Target : 100%

Terfasilitasinya Pemeliharaan

Rumah Jabatan KDH/WKDH

serta pemenuhan kebutuhan
lainnya

Peningkatan sarana
dan Prasarana

Persentase
Sarpras dalam
kondisi Baik
Target : 100%

Terlaksananya
pemeliharaan
kendaraan dinas
Setda




CONTOH CASCADING KINERIJA ( Sasaran 1, Indikator 2 )

TUJUAN LSASARAN. > LPROGRAMLLLLL IKEGIATANIS i IENETICTI

Meningkatnya Rp. 37.650.000,-
Kualitas
Sistem
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah

Rp. 687.835.000,-

Rp. 381.810.000,-

Rp. 977.483.000,-

Rp. 553.670.000,-

Rp. 134.150.000,-




IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan 2019-2023

IKU SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

TAHUN 2019-2023

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Formulasi perhitungan/ penjelasan

(2

(3)

(€)

Meningkatnya tertib
administrasi
penyelenggaraan pemerintah
daerah

" |Meningkatnya kualitas
pelayanan kepada pimpinan
dan kesekretariatan daerah

Hasil Evaluasi atas LPPD

Persentase Perangkat Daerah yang

berkinerja sangat baik / Nilai SAKIP
minimal BB

Persentase OPD yang ber KM
minimal baik

Persentase produk Kebijakan Daerah
yg diterbitkan sesuai dengan
kebutuhan daerah

Persentase ketersediaan kebutuhan
pimpinan dan kesekretariatan daerah

Hasil penilaian oleh Tim Kemendagri

Jml OPD yg nilai SAKIPnya minimal BB X 100%
Jumlah OPD yang ada

Jumlah OPD yang ber IKM minimal Baik X 100 %
Jumlah OPD yg ber -IKM

lumlah kebijakan yang ditindaklanjuti X 100%

Jumlah seluruh usulan kebijakan yang masuk

Jml Kebutuhan pimpinan dan sekretariat daerah yg sdh terpenuhi X 100%
Jml kebutuhan pimpinan dan sekretariat daerah dalam RKBU

Bag. Organisasi

dan Bag. Kessos

Bagian Hukum, Bagian
Pembangunan, Bag.
Kerjasama dan Bagian
Perekonomian

Bagian Adm. Keuleng |
dan Bagian Umum




PRI 14 KABIPATEN PASAN
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 Parsentase prodt hukum doeran yang

SEKRETARIAT DAERAH (Ghertion sesual dengen hetutuian doerah ”2_

Datam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efeki, prmpicn; dan . o
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini N e 2o o1 ot e 2011

PROGRAM
Nama AGUS SUTIADJI

Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan
Setanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Narna H. M. IRSYAD YUSUF. SE. MMA
Jabatan Bupati Pasuruan

T
[BERBASIS POTENS! DAERAH ok oo 60
2

[PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRAS! PERKANTORAN 10:258,141 400.00|

[PROGRAM PELAYANAN PENGADAAN BARANGIIASA 1265852 100,00 PERANAAN KIVEFA TAMUN 2070
PEMERINTAH

17462700, )

[RARYAT " o PeRAN PR T
Lo

o0

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA oo
Loy

e

Selaku atasan langsung pihak pertama

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Kebeshasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi [KEUANGAN DAERAH
terhadap capaian kinerja dari perjanian inl dan mengambil tindakan yang diperiukan [PROGRAM PEMNGKATAN DISIPLIN APARATUR 150000.000.09
Galam rangka pemberian penghargaan dan sank

ansanan =
-0 INDATON KNI

ot
TAMINANGGARAN

Pasuruan, 2 Januari 2019 DAERAN 750.306.100.00]

[DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH

ICAPAIAN KINERIA DAN KEUANGAN

H. M. IRSYAD YUSUF. SE, MMA

' EEERERIRERT

|SOSIALISAS| KETENTUAN BIOANG CUKA!

TOTAL ANGGARAN

W e omon 2011

= ey
H WL IRSYAD YUSUF, SE. MMA P 0 1 1091

Uisma Madya
13 198103 1007

PK KABAG PK SUBBAG PK STAF/PELAKSANA




RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2019

'SEXRETARIAT DAERAH

I]P‘-—

F!l"-tl
sangat baik / Niai.
SAKIP minimal 88




S B e

: NOMOR DPA SKPD Formulir
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA SKPD

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 221

4.01103|06|11| 5]2

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan : 4.01.4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4.01.4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH Indikator Pro gram
Program : 4.01.4.01.03.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Kegiatan ¢ 4.01.4.01.03.06.11 Peningkatan SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan

Lokasi Kegiatan :  Kabupaten Pasuruan /

Sumber Dana : 3 Dana Alokasi Umum (D A U) /
INDIKATOR & TOL! KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR T0 KINERIA TARGET KINERJA Indikator kegiatan
CAPAIAN PROGRAM | Persentase LKJIP OPD yang berkualitas I/ 100 persen (keluaran/Output)
MASUKAN Jumiah Dana Rp. 687.835.000

KELUARAN Jumiah laporan hasil pembinaan SAKIP 'ﬁ 4 Laporan

HASIL I Persentase Perangkat Daerah yang berkinerja baik/nilai SAKIP minimal B |-\ 100 persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : 65 unit kerja

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH———___ Indikator Sasaran
RINCTAN PERHITUNGAN (h asi |)

KODE URAIAN

REKENING ] Volume Satuan Harga

Satuan
3 4 5

BELANIA 6€7.835.009,00

BELANJA LANGSUNG 687.835.000,00
Belanja Pegawai 18.135.000,00
Honorarium PNS 135.000,00
Henorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 70.000,00

Honor pejabat pengadaan barang dan jasa v 70.000,00

- honor pejabat pengadaan X j ot i
Honorarium Panitia/Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 65.000,00

Honor pejabat pemeriksa hasil pekerjaan i 65.000,00

- honor pejabat pemeriksa barang/jasa 65.000,00 . 65.000,00

.02 Honorarium Non PNS 18.000.000,00

Formudic DPA SKPD 2.2.1 - BAGIAN ORGANISAST Halaman 1




PROGRAM. Kagun P ] [ —
Rencana Aksi Sekreatraiat Daerah |L el S I i o Tat NN -
Tahun 2019 e o [
% |Ketortiagaan can. :l.ll:: - e
Ton [ el B
! 1 | m v e
ingkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah Hasil Evaluasi atas LFPD - - - 3,1000|
Persentase Perangkal Daerzh yang berkinerja sangal bak / Niiai SAKIP minimai BB | - en ool e
Persentase OPD yang ber [KM minimal baik TR TTTTT T 5 [ T00% | —
Persentase produk hukum daerah yg diterbilkan sesuai dengan kebuluhan dagrah - BO0%| el ek -
[Gotar S8~
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada pimpinan dan hesehrelariatan dagrah [Persantas ketersediaan kebutuhan pimpinan dan kesekretariatan daerah . 100% L L8
e P [Gotar B et Katupaten Pasusan
- pesaraan a 3 AR E]
b : cscvmie TP K1 0
P i | e s b | | 4]
L Al .PROGRAM Kegiatan i Jadual Pelaksanaan Tribulan
FProgram- [Indikator | Target Aralan Indikator Targot Ll m v e e - | ey
ki . ! i e
T [Program Peningkatan _|Persentase 100% |Fasiias Pemeniniahan Dasrah [Jumiah laporan fasiflast 12 laporan kegiatan yang jang fasiitasi P TR T T G ] o =
ap y lpemerintzhan yang terfasilitasi p daerah | [ G s e 1
A I i i umum | [Pme-an peayanan peted seghat crowres Jowa T
[Porpssunan sro petayenan puok i
Program Penelapan dan |HasilLPPD ~  |Sangat |PenyusunanLPPD ~ [Terlasiltasina penyusunan (65 dokumen [ Menyiapkan maler sosiziisasi I I L— i s =)
Penegasan Batas Desa Tinggi LPPD o e = e | ?,
ey
o Pusksanase 65 et e (b s s« L S v
== T-—--.—.—-_ =]
Program Peningkatan  |Patok Balas ~ |20%  |Fasiftasi penetapan dan Jumiah laporan " |121aporan  |melaksanakan s batas daerah K} e = e e
Pengembangan Sistem penegasan batas daerah dan [ e o i b =3
Pelaparan Capaian penegasan batas daerah e = - s -
Kinerja dan Keuangan R T ot e e e 6
» - .
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Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Sekreatariat Daerah Tahun 2019

Sasaran Strategis

Indikator

Kinerja

Realisasi

Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah

Hasil Evaluasi atas LPPD

Persentase produk kebijakan daerah yg diterbi

itkan sesuai dengan kebutuhan daerah

Meningkatnya kualitas pelayanan kepada pimpinan dan kesekretariatan daerah

No

PROGRAM

Persentase ketersediaan kebutuhan pimpinan

Kegiatan

dan kesekretariatan daerah

Aksi

Target Pelaksanaan
Tribulan

Ralisasi Pelaksanaan Tribulan

Program

Indikator

Target

Uraian

Indikator Target

\'}

| Il ] \')

Keterangan /
Penanggung
jawab

[Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya
IAparatur

Persentase fasilitasi
benyelenggaraan
pemerintahan daerah

100%

Fasilitasi Pemerintahan
Daerah

Fasilitasi Administrasi,
perangkat kecamatan dan
kelurahan

Fasilitasi penyelenggaraan
otonomi daerah

Jumlah laporan koordinasi
[fasilitasi pemerintahan daerah

12 laporan

Memfasilitasi administrasi pencalonan,
pengangkatan dan pemberhentian Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Memfasilitasi administrasi ijin PDLN Kepala|

Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pejabat

Memfasilitasi penerimaan tamu DPRD dari

daerah lain

Memfasilitasi ijin cuti Kepala Daerah dan
akil Kepala Daerah

5
Laporal
n

4
lapora
n

2
lapora
n

1
lapora
n

3 4
Lapora|laporan
n

Jumlah laporan koordinasi
kecamatan dan kelurahan yang
di fasilitasi

Memfasilitasi penyusunan juknis
penyelenggaraan pemerintahan umum di

Memfasilitasi penilaian sinergitas
kecamatan

Memfasilitasi penyusunan pedoman
kegiatan kelurahan dari anggaran DAU
|tambahan

4
Lapora
n

Jumlah kegiatan dengan OPD ,
FORKOMPIMDA

Memfasilitasi forum komunikasi pimpinan
daerah

menyiapkan bahan koordinasi di bidang
otonomi daerah dan tugas pembantuan

Menyiapkan bahan penyiapan kegiatan
penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi
[dalam lingkungan pemerintah kabupaten

asuruan

kegiat
an

5
lapora
n

kegiat
an

3
lapora
n

kegiat
an

kegiat
an

4
Lapora
n

5
laporan

0 1
kegiatalkegiatan|
n

Bag Otoda




Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Sekreatariat Daerah Tahun 2019

PROGRAM

Kegiatan

Program
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
[Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Penetapan dan Penegasan

Batas Daerah

[Program Inventarisasi dan
Pembakuan Nama Rupabumi

Indikator
Jumlah penyusunan
LPPD

Persentase
penetapan dan
penegasan batas
dae

Persentase rupabumi
ang dibakukan

29,20%

29,20%

[Penyusunan laporan
penyelenggaraan pemerintahan
daerah

[fasilitasi penetapan dan
penegasan batas daerah

Fasilitasi pembentukan
penghapusan, perubahan nama
daerah dan pembakuan nama
rupabumi

Indikator
Jumlah dokumen
LPPD OPD yang
[tersedia

Jumlah laporan
koordinasi penetapan
ldan penegasan
|patas daerah

lJumlah kecamatan
ang sudah

dibakukan

rupabuminya

Menyiapkan bahan Penyusunan laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah

Menyiapkan bahan pelaksanaan
penyusunan pelaporan, monitoring,
levaluasi SPM

Target Pelaksanaan
Tribulan

Ralisasi Pelaksanaan Tribulan|

Keterangan /

2 Kecamatan

Menyiapkan bahan koordinasi terkait
batas daerah, monografi kelurahan, dan
pertanahan

Menyiapkan bahan dalam rangka
penetapan dan pembinaan administrasi
batas daerah, kecamatan dan desa atau
kelurahan

Memfasilitasi koordinasi, evaluasi dan
pelayanan administrasi rupa bumi

kegiatal kegiatalkegiata|
n n n

kegiatan

kecamat
an

Penanggung

Program Pengembangan
Kelembagaan dan Aparatur

Prosentase OPD yang
|tepat fungsi dan tepat
ukuran sesuai dengan
per-UU-an

Evaluasi, Penataan dan
Penetapan SOTK Kelembagaan
OPD

Menyusun Analisa Jabatan/
Analisa Beban Kerja/ Evaluasi
JJabatan

Jumlah perangkat
daerah yang
dievaluasi
kelembagaannya

Jumlah dokumen
klasifikasi jabatan
perangkat daerah

56 perangkat
daerah

56 dokumen
anjab ABK

Penyusunan keterangan akademik
Bimbingan teknis evaluasi kelembagaan
Asistensi evaluasi kelembagaan
Sosialisasi penyusunan analisa jabatan
Asistensi penyusunan analisis jabatan
Penyusunan dokumen analisis jabatan

Sosialisasi penyusunan analisis beban
kerja

Asistensi penyusunan analisis beban

kerja

[Penyusunan dokumen analisis beban
kerja

56
perang

Bag
Organisasi




Pemerintah Kabupaten Pasuruan

PELAPORAN
KINERJA

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN




Pengukuran dan Capaian Kinerja 2018

MATRIKS PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN PASURUAN

Sasaran

Indikator

Satuan

Kinerja

Anggaran

Sumber Data/Unit kerja

Realisasi

Capaian

(2)

3)

(4)

(6]

(7)=6:5

Alokasi

Realisasi

9% Capaian

Penanggungjawab

Nama Program/Kegiatan
®)

9)

(10)

(11)

Meningkatnya perluasan dan
Ipengembangan kerjasama

Mumlah kesepakatan bersamadan
lperjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti

Dokumen

17,00

141,67%

Program Peningkatan kerjasama antar daerah

700.306.100,00

667.174.645,00

95,27

Bagian Kerjasama &
Kependudukan

Meningkatnya kinerja
penyelenggaraan pemerintah

Hasil Evaluasi atas LPPD

Kategori

sangattinggi

Dalam Proses
Penyusunan

Program Inventarisasi dan pembakuan nama rupa
bumi

135.066.000,00|

134.889.950,00|

Bagian Otoda

Program penetapan dan penegasan batas daerah

458.400.000,00

449.547.100,00

Program Peningkatan kapasitas aparatur
pemerintahandesa

297.225.500,00

285.969.050,00

Jumlah

890.691.500,00

870.406.100,00

Persentase Perangkat Daerah yang
berkinerja baik/akuntabel

125,00%

Program perencanaan pembangunan daerah

340.190.850,00

326.847.150,00

Bagian Organisasi

Program pembinaan dan pengembangan aparatur

898.548.800,00

865.405.300,00

Jumlah

1.238.739.650,00,

1.192.252.450,00)

Pesentase produk hukum daerah yang

1 sesuai dengan kebutuhan
daerah

102,94%

Program Penataan peraturan perundang-undangan

1.838.793.400,00,

1.735.885.938,00,

Bagian Hukum

3.968.224.550,00,

3.798.544.488,00,

Meningkatnya tertib
pelaksanaan pembangunan
|IOPD

Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti
loleh OPD/Instansi

87,50%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

681.942.150,00

635.636.150,00]

Bagian Pembangunan
Bagian Perekonomian
Bagian Keuangan

Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah

221.394.500,00

169.052.250,00|

Program fasilitasi pemberdayaan ekonomi
masyarakat berbasis potensi daerah

1.080.000.700,00

888.698.634,00]

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

190.000.000,00)

175.600.000,00]

Jumlah

2.173.337.350,00,

1.868.987.034,00,

[Terwujudnya pengadaan
Barang dan Jasa yang
terintegrasi sesuai prinsip-
lprinsip pengadaan

Persentase paket pengadaan barang/jasa
ang berhasil dilelangkan

102,72%

Program Pelayanan pengadaan barang dan jasa
[pemerintah

1.218.227.100,00,

1.163.433.641,00,

Bagian Layanan
Pengadaan

Meningkatnya kualitas
pelayanan publik

IKM Pemda

100,00%|

Program perbaikan sistem administrasi dan
kearsipan

13.380.000,00)

11.700.000,00

Bagian Organisasi, Umum,
Kessos

Program Mengintensifkan penanganan pengaduan
masyarakat

209.265.000,00

208.273.350,00

Program pelayanan administrasi perkantoran:

9.321.484.400,00,

8.995.405.659,00]

Program peningkatan sarana dan prasarana
laparatur

11.540.085.000,00|

11.241.101.591,00

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala
daerah/wakil kepala daerah

1.122.000.000,00

741.373.364,00

Program Pemberdayaan kelembagaan
Kesejahteraan Sosial

100.130.200,00|

100.073.887,00|

Program Pembinaan Kehidupan dan Kerukunan
Umat Beragama

4.494.712.500,00|

3.570.694.500,00

26.801.057.100,00,

24.868.622.351,00,

34.861.152.200,00

32.366.762.159,00




Tingkat Efisiensi 2018

, % i % P Tingk
Sasaran Indikator Sasaran ° C.:apr?uan St |.ng at.
Kinerja Anggaran Efisiensi
Meningkatnya perlugsan dan Jumlah kesepakatan bersam.g dan - 141,66 95.27 46,39%
pengembangan Kerjasama Daerah perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti
Hasil evaluasi atas LPPD -- 97,72 -%
P t kat d h
ersentase perangkat daerah yang 125,00 96.25 28 25

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah

berkinerja baik/akuntabel

Persentase produk hukum daerah yang
diterbitkan sesuai dengan kebutuhan
Daerah

102,94

Meningkatnya tertib administrasi
pelaksanaan pembangunan OPD

Persentase kebijakan yang
ditindaklanjuti oleh OPD/Instansi

85,71

Terwujudnya pengadaan Barang dan Jasa
yang terintegrasi sesuai prinsip-prinsip
pengadaan

Persentase paket pengadaan
barang/jasa yang berhasil dilelangkan

102,72

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Nilai IKM Pemda

100




Capaian Kinerja s/d Triwulan 111 2019

Realisasi

Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Il 1]

Hasil Evaluasi atas LPPD

Persentase Perangkat Daerah yang berkinerja sangat
baik / Nilai SAKIP minimal BB

Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan

T oy Persentase OPD yang ber IKM minimal baik

Persentase produk kebijakan daerah yg diterbitkan
sesuai dengan kebutuhan daerah

Meningkatnya kualitas pelayanan kepada pimpinan dan|Persentase ketersediaan kebutuhan pimpinan dan
kesekretariatan daerah kesekretariatan daerah




Manfaat SAKIP )

J

Dapat Mengukur dan Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kabupaten dan OPD

Penganggaran Berbasis Kinerja

Sebagai Dasar untuk Promosi, Mutasi dan Rotasi




Pemerintah Kabupaten Pasuruan

INOVASI




-
. E-Sakip ‘ E-SAKIP (elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
; ﬁ == Ortife | Pemerintah)
“E"Sf"'(‘ll I_I Sistem Akuntabilitas Kinerja Instar

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya
disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas,
alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan
pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran,
dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka

* Kabupaten Pasuruar

Selamat datang di E-SAKIP Kabupaten Pasuruan

= l - : - - — L
— pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

TNDE(Tata Naskah Dinas Elektronik)

Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik merupakan suatu sistem persuratan yang
memanfaatkan teknologi informasi sebagai media pencatatannya. Aplikasi ini dibuat dengan
mengikuti panduan yang terdapat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011.




Pemerintah Kabupaten Pasuruan

PRESTASI




PRESTASI

MENTERIHUKUM DAN HAK ASASE MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

MESCAM GELEANAAN

PENGHARGAAN

MIPADA

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

SEBAGAT KABUPATEN PEDULI HAK ASAST MANUSIA PADA TAHUN 2016

A /

PENGHARGAAN SEBAGAI KABUPATEN YANG PEDULI HAM "

PENERIMAAN PENGHARGAAN ANUBHAWA SASANA DESA
TAHUN 2018

ey - Y

-

s

PIAGAM TANDA PENGHARGAAN

BAGIAN LAYANAN PENGADAAN SEKRETARIAT DAERAH
ATAS DIRAIHNYA PENGHARGAAN
NATIONAL PROCUREMENT AWARDS TAHUN 2018

’J
7

/l

C Va/m/m/

S hocrber

Kabupaten Pasuruan

IXPB. sebaga 1 Keunggul
Pengadaan §

NATIONAL PROCUREMENT AWARD 2018




b b
MATUR NUWUN

TERIMA KASIH

66




